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ABSTRAK 

 

Permasalahan penelitian ini adalah Pertama, bagaimana Hukum menikahi wanita 

hamil diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam? Kedua, bagaimana Hukum 

menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan? Ketiga, bagaimana perbedaan pendapat tentang Hukum 

menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Tujuan dari pada penelitian ini adalah: 

Pertama, untuk mejelaskan bagaimana Hukum nya menikahi wanita hamil 

menurut Kompilasi Hukum Islam. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana Hukum 

nya menikahi wanita hamil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Ketiga, untuk menganalisis perbedaan pendapat dalam 

menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian dilakukan secara 

kepustakaan dengan jenis penelitian hukun normatif dengan perbandingan hukum. 

Hasil penelitian diketahui bahwa Hukum menikahi wanita hamil diluar nikah 

dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan di pasal 53 KHI ayat 1, 2,  dan 3 

menyatakan bahwa boleh menikahi wanita dalam keadaan hamil tanpa harus 

menunggu kelahiran sang anak. Beda hal nya dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tidak ada pasal atau bab khusus yang membahas masalah ini, sah atau 

tidak sah nya perkawinan terletak pada syarat-syarat perkawinan yakni di dalam 

pasal 2 ayat (1) dikatakan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya. Tetapi ada pendapat dari Mazhab besar umat islam 

yaitu pendapat Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki sependapat bahwa boleh 

menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu kelahiran sang anak, lain hal nya 

dengan Imam Hambali, wanita hamil diluar nikah tidak boleh kawin dengan laki 

laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang 

mengetahui keberadaannya ( hamil ), kecuali wanita tersebut telah habis masa 

iddah dan telah bertaubat. Yang pada akhirnya kesimpulan dari karya ilmiah ini 

adalah keharusan kita menyikapi berbagai perbedaan pendapat dengan melihat 

konteks keindonesiaan yang penuh kedamaian. Dengan demikian sesuailah ajaran 

Nabi Muhammad SAW “Perbedaan Pendapat Umatku Adalah Kasih Sayang”. 

 

Kata Kunci: Perkawinan wanita hamil, menurut KHI dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah hal yang tak dapat diluput dari kehidupan makhluk hidup. 

Begitupun hal dengan kehidupan manusia. Dalam agama Islam, perkawinan terbagi 

menjadi tiga hukum, seperti wajib, apabila seorang pria/wanita sudah mencapai 

tahap kematangan mental, finansial, dan tentunya syahwat. Berikutnya, hukum 

perkawinan menjadi sunnah, apabila seorang pria/wanita sudah siap secara finansial 

dan mental. Tetapi ia belum memutuskan untuk berkawin.  

Adapun pengertian perkawinan dalam Islam, suatu akad (perjanjian) yang 

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz 

nikāh atau tazwīj.
1
 Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup 

bersama dari seorang laki–laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat–

syarat tertentu.
2
 Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang 

sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
3
 

Muhammad Abu Ishrah mendifinisikan “nikah adalah akad yang memberikan 

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara 

pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak–hak 

bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing–masing.
4
 

                                                             
1
https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-

yang-lengkap-1zDJiQrtUva/full 
2
 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinandi Indonesia, Sumur, 1984, Bandung, hal.7 

3
 Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1 

4
 H. Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, 1993, Dina utama, Semarang, hal 3 – 4. 

1 
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Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek 

akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan 

mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan 

termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan 

dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti 

“ kawin atau perkawinan”. Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, 

perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki–laki dengan seorang 

perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari 

pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan 

pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong 

kepada seorang lagi dan menjadikan masing–masing dari padanya sekutu (seumur 

hidup) bagi yang lainnya.
5
 

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

Undang–Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6
 Disebut “Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan 

kepercayaannya”. 

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat 

lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki–laki dengan 

perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan 

seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa 

                                                             
5
 Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, Al Islam, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, hal. 562. 

6
 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, 

Gema Insani Press, 1994, Jakarta, hal. 78 
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perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan 

hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah. 

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang 

tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk 

melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana 

untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri 

dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagian hidup, 

sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta 

penyebab perolehanketurunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi 

manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.
7
 Kemudian 

hubungan yang erat antara laki–laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah 

SWT, sebagai berikut : 

وَدَّةً وَّ  ا الَِيْهَا وَجَعلََ بَيْنكَُمْ مَّ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا لِِّتسَْكُنوُْٖٓ ٖٓ انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِِّ  اِنَّ وَمِنْ اٰيٰتهِ 
 ًًۗ ََ ْْ يٰتٍ لِِّقَوْمٍ  رََ فيِْ ذٰلِكَ لََٰ

۝٢يَّتفََكَّرُوْنَ   

wa min âyâtihî an khalaqa lakum min anfusikum azwâjal litaskunû ilaihâ wa 

ja‘ala bainakum mawaddataw wa raḫmah, inna fî dzâlika la'âyâtil liqaumiy 

yatafakkarûn 

 

“…Dan di antara tanda–tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri–isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. 

                                                             
7
 Musfir Aj-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press, 1997, Jakarta, 

hal. 15. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar–benar terdapat tanda–tanda bagi 

kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum (30): 21 ).
8
 

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya 

keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan 

masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana 

pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan 

merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya 

kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. 

Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki–laki dan wanita 

dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurusi rumah tangga serta 

mendidik anak–anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang 

dikehendaki Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. 

Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi 

sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan 

kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian. 

Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai 

kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah. 

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing–masing 

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

                                                             
8
 Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1987, Jakarta, 

hal. 644. 
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spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk 

membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang 

menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan 

tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.
9
 

Pernikahan adalah obat untuk dua insan yang tengah dilanda mabuk cinta, 

yang merupakan kodrat manusia untuk berkembang biak dan memenuhi 

kebutuhan seksualnya. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan keluarga sebagai salah 

satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan 

hukum, baik hukum Islam mapun hukum positif (hukum negara) 

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua 

warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum 

yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang perkawinan yang menjadi 

landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, 

harga, benda, dan akibat hukum suatu perkawinan.
10

  

Pernikahan bukan hanya hanya hubungan antara manusia, tetapi juga 

dengan Tuhannya. Hal ini dibuktikan dengan semua agama mengatur pelaksanaan 

pernikahan dengan peraturan masing-masing.
11

 Perkawinan dapat dikatakan 

sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan 

yang berdisi persetujuan hubungan dengan maksud sama-sama menyelenggarakan 

                                                             
9
 M. Yahya Harahap, hal. 20 

10
 K. Wajik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) 3. 

11
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan 

Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011) 20. 3 
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kehidupan yang lebih akrab menurut syarat- syarat dan hukum susila yang 

dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.
12

 

Perkawinan antara manusia berbeda dengan binatang yang melakukan 

perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan 

semata-mata didorong oleh nafsu yang digerakkan oleh naluri semata. Sedangkan 

pada manusia, perkawinan diatur dengan beragam etika dan peraturan lain yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh 

karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang diatur oleh norma 

dan peraturan perundang-undangan yang dilegalkan.
13

 

Pada masa ini, yang terjadi adalah banyaknya pergaulan bebas antara laki-

laki dan perempuan hingga di luar batas. Hal ini merupakan tindakan tercela sebab 

melanggar norma-norma yang ada. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat 

ini terkait pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Hal ini jika dibiarkan, bukan 

lagi merupakan hal yang tabu melainkan kewajaran semata. Disebabkan karena 

angka pacaran meningkat dan tidak ada lagi batasa norma, juga suri teladan yang 

tercermin di antara remaja. Maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini 

pacaran, telah menyebabkan hilangnya norma dan adab dalam masyarakat. 

Pudarnya nilai-nilai Islami adalah awal kehancuran peradaban, sebab nilai-nilai 

kesucian telah ternoda. 

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan 

bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut 

                                                             
12

 Latih Nasarudin, Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 2011) 13. 
13

 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim Cetakan 

Pertam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) 17. 
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agama masing-masing.
14

 Lembaga pernikahan bagi umat muslim adalah lembaga 

sakral yang mengesahkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Hubungan 

seksual yang dilakukan seorang pria dan seorang wanita di luar ikatan pernikahan 

yang sah adalah termasuk zina, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka.
15

 

Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil 

di luar nikah. Wanita yang hamil di luar nikah dianggap membawa aib bagi 

keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh 

keluarganya. Berdasarkan hukum di Indonesia hukum nikah saat hamil maupun 

tidak, bisa menikah dengan pria yang menggaulinya maupun pria lain yang tidak 

menyentuhnya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan 

mazhab yang dianut. 

Pernikahan wanita saat hamil disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam 

dan hukumnya diperbolehkan dengan menimbang manfaat dan mudharatnya. 

Pasal yang mengatur tentang menikah dengan wanita hamil ini terdapat dalam 

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya; 

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. 

                                                             
14

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, (Akademika Pressindo, Jakarta, 1999) 14. 
15

 Lidya Suryani Widayanti, “Revisi Pasal Perzinahan dalam Rancangan 

KUHP (Studi Masalah Perzinahan di Kota Padang dan Jakarta),” Jurnal Hukum (No. 3 Vol 

15 Juli, 2009) 311-336. 
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Meskipun pernikahan perempuan hamil di luar pernikaha di perbolehkan di 

dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber hukum materiil sebagai 

pedoman di lingkup Pengadilan Agama, namun terdapat perbedaan pendapat 

(iktilaf) di kalangan ulama terhadap hukum wanita hamil menikah dengan pria 

yang menghamilinya.  

Kelonggaran hukum dalam pemberian ijin menikah bagi pasangan yang 

menikah karena hamil terlebih dahulu, dalam hal ini berupa dispensasi nikah juga 

memiliki dampak negatif yakni, tingginya jumlah pemohon nikah usia dini sebab 

telah hamil terlebih dahulu, sebagaimana disiarkan berita yang viral belum lama 

ini. Jikalau pernikahan dini dibiarkan tanpa pengendalian dari pihak yang 

berwenang, maka bisa menjadi sebuah permasalahan sosial yang baru. 

Hamil di luar nikah adalah suatu tindakan asusila yang tidak di benarkan 

oleh agama karena termasuk zina. Akan tetapi pada prakteknya masi banyak 

dijumpai di masyarakat. Dalam hal ini, akan diteliti mengapa terdapat perbedaan 

hukum menikahkan wanita hamil diluar nikah berdasarkan kompilasi hukum 

islam dan undang-undang no 1 tahun 1974. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian berjudul :  PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH 

BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG 

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pernasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut kompilasi hukum 

Islam? 

2. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut undang undang 

no 1 tahun 1974? 

3. Bagaimana perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah hukum menikahi 

wanita hamil diluar nikah menurut kompilasi hukum Islam dengan undang undang 

no 1 tahun 1974? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kompilasi 

hukum Islam; 

2. Untuk mengetahui hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut undang 

undang nomor 1 tahun 1974; 

3. Untuk mengatahui perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah hukum 

menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kompilasi hukum islam dengan 

undang undang nomor 1 tahun 1974. 

b. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Penulis 
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Untuk menambah khasanan ke ilmuan bagi penulis memperoleh sarjana 

hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 

2. Bagi Masyarakat  

Untuk kegunaan bagi dunia akademika perkembangan khasanah ke ilmuan 

dan juga di dalam masyarakat 

 

D. Kerangka Teori 

1. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah  

Yang dimaksud dengan perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita 

yang hamil karena berselingkuh dengan seorang laki-laki sedangkan ia tidak 

dalam keadaan kawin atau dalam masa iddah karena perkawinan yang sah dengan 

seorang laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. . Dalam pengertian lain, 

perkawinan wanita hamil adalah perkawinan wanita hamil dengan suaminya atau 

yang tidak menyebabkan kehamilannya.
16

 

Perkawinan wanita hamil di lingkungan masyarakat awam (umum) 

dianggap sudah biasa, ada juga ada yang menganggapnya hal biasa, karena ada 

begitu banyak situasi di mana pernikahan wanita hamil di luar pernikahan 

dipandang sebagai hal biasa, dalam hukum Islam disebut perbuatan zina.
17

 

2. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Perkawinan wanita hamil adalah wanita yang hamil sebelum akad nikah 

berlangsung, kemudian dinikahi oleh orang yang menghamilinya. Persoalan 

                                                             
16

 Aulia Firdaus Mustikasari, Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum 

Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 3. 
17

 Aulia Firdaus Mustikasari, Perkawinan pPerempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum 

Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 5. 
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pernikahan seorang wanita hamil memang membutuhkan pertimbangan yang 

matang dan cerdas, khususnya oleh (PPN) Pegawai Pencatat Nikah. Hal tersebut 

dimaksudkan karena banyaknya fenomena sosial yang terjadi dilingkungan 

masyarakat serta kurang sadarnya masyarakat muslim tentang moral, kaidah 

agama serta etika. Sehingga dimungkinkan terjadinya pernikahan wanita hamil 

dengan laki-laki yang tidak menjadi penyebab kehamilannya.
18

 

Pasal 53 ayat (2) merupakan bagian pokok dari Pasal 53. Artinya antara 

satu bagian dengan bagian lainnya merupakan bagian yang saling keterkaitan; jadi 

tidak masuk akal jika ketidakkonsistenan antara pasal 2 secara tegas 

diidentifikasikan dengan diterimanya perkawinan hamil. Jadi dengan asumsi ada 

komitmen untuk melakukan 'iddah, itu berarti bertentangan dengan Pasal 53 ayat 

1 tentang kebolehan perkawinan hamil. 

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan ibu 

hamil adalah Q.S. An-Nur (24): 3: “Laki-laki yang berzina tidak dinikahi 

melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; Dan wanita 

yang berzina tidak dinikahi kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki 

yang musyrik, dan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman.” Ketentuan ini 

dapat dipahami bahwa kebolehan mengawini wanita hamil bagi laki-laki yang 

menghamilinya adalah pengecualian, karena laki-laki yang hamillah yang berhak 

menjadi jodohnya, sedangkan laki-laki yang beriman tidak cocok untuknya. 

mereka. Oleh karena itu, wanita hamil dilarang menikah dengannya.
19

 

                                                             
18

 Khoirul Abror, Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, 56-57, diakses pada 22 Maret, 

2021, http://ejournal.radenintan.ac.id. 
19

 Khoirul Abror, Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina, 57. 
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Dalam kehidupan ini, masalah yang sering terjadi di mana seorang wanita 

hamil tidak menikah dengan orang yang menghamilinya, tetapi dengan pria lain 

yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak merinci masalah ini, 

hanya untuk situasi ini diyakini bahwa kehati-hatian dari Pencatat Nikah dalam 

memeriksa calon pengantin wanita dan laki-laki yang akan melakukan pernikahan 

dengan wanita hamil. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa memang sudah 

sepantasnya wanita yang sudah hamil dikawinkan dengan laki-laki yang sudah 

menghamilinya.
20

 

3. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 

Perkawinan hamil adalah perkawinan dengan seorang wanita hamil dan 

dinikahkan dengan alasan laki- laki tersebut telah kehamilannya, atau kepada laki-

laki bukan menjadi alasan ataskehamilannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur perkawinan perempuan 

hamil, namun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 

perkawinan adalah sah jika dilengkapi dengan hukum masing-masing agama dan 

keyakinan. Padahal dalam Pasal 6 BW, perkawinan adalah hubungan yang sah 

antara seorang pria dan seseorang untuk jangka waktu yang cukup lama. Undang-

undang melihat perkawinan hanya sebagai hubungan adat, oleh karena itu pasal 

tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanyalah 

perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam KUHPerdata.
21

 

 

                                                             
20

 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 38. 
21

 Aulia Firdaus Mustikasari, Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum 

Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 5. 
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E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, menurut Johnny Ibrahim 

penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemupamaka  kebenaran berdasarkan logika ke ilmuan dari sisi normatif nya. 

 

2. Sumber Data  

Sumber data penelitian hukum normative bersumber dari data sekunder. 

Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 bagian  

a. Data primer  

Data primer adalah data hukum yang mempunyai otoritas. Terdiri dari 

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer didalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut undang undang no 1 tahun 

1974; 

2. Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kompilasi hukum Islam. 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang didapatkan melalui bahan keputusan perundang-undangan, 

buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah 

yang di teliti. 

c. Data Tertier  

Data tertier ini diperoleh oleh penulis dari beberapa kamus, internet, dan 

lain lain. 
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3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan dapat 

dimakna sebagai kajian pengumpulan data-data kepustakaan, meliputi membaca 

dan mengolah bahan penelitian. 

4. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif analitis, analitis 

data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan 

data sekunder. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa 

kesimpulan antara lain : 

1. Menurut Undang-undang Perkawinan No.l tahun 1974 tidak di jelaskan ketentuan 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam undang-

undang ini hanya mengatur tentang bagaimana mekanisme perkawinan dan 

mengenai status seorang istri dengan anak. 

2. Menurut Kompilasi Hukum Isalam ( KHI ) status hukum perkawinan wanita 

hamil diluar nikah dibolehkan tanpa harus menunggu anak yang ada dalam 

kandungan lahir diatur dalam KHI bab VIII. Beda halnya dengan Undang-undang 

Perkawinan No.l tahun 1974 tentang perkawinan, dimana undang-undang tersebut 

tidak mengatur tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah melainkan 

mengenai status anak hasil perkawinan wanita hamil. 

3. Menurut Fiqih, Mazhab Hanafiyah, Syafi’iyah, wanita hamil di luar nikah 

dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. 

Perilaku zina tersebut tidak menghalangi sahnya akad nikah. Lain halnya dengan 

mazhab Hambali, wanita hamil di luar nikah tidak boleh kawin dengan laki-laki 

yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang 

mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa 

75 
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iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat, dan juga Mazhab 

Maliki yang mengharamkan pernikahan tersebut sebelum anak itu lahir. 

 

B. SARAN 

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa saran dari 

penulis sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada orang tua agar memberi pendidikan agama yang kuat dan 

menanamkan norma norma agama agar menghindari terjadinya perkawinan hamil 

diluar nikah. 

2. Diharapkan kepada para ahli hukum, baik yang berada di lembaga legeslatif 

maupun eksekutif disarankan agar dalam membuat peraturan perundang-undangan 

tentang perdata dan memperbarui KHI bab VIII tentang kawin hamil karena tidak 

terdapat bagaimana hukum menikahi wanita hamil dengan orang yang bukan 

menghamilinya serta memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang 

sudah tumbuh dalam masyarakat Indonesia, sehingga sila pertama dari Pancasila 

pasal 29 ayat 1 dan 2 undang-undang dasar 1945 dapat dihayati dan diamalkan di 

negara kita yang tercinta. 

3. Diharapkan kepada seluruh pendidik atau pengajar perlu ditingkatkan pembinaan 

moralitas generasi muda melalui pengkajian-pengkajian hukum Islam yang 

intensif serta pendidikan agama yang baik, sehingga tidak banyak terjadi kasus-

kasus kehamilan akibat zina. 
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